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MOTTO 

“Orang lain gak akan bisa faham Struggle dan masa sulit nya kita yang mereka 

ingin tahu hanya bagian Success stories, Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini” 

(Felna Luthfia Mursyid) 

“Sesibuk apapun kamu, jangan pernah lupa untuk sholat” 

(Bunda) 

“Aku akan berlari, saat kamu memanggil nama-Ku” 

(Q.S Al-Baqarah:186) 

“Ibu yang berkualitas akan melahirkan keturunan yang berkualitas pula” 

(Felna Luthfia Mursyid) 
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ABSTRAK 

Felna Luthfia Mursyid (2024) :  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

(PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai 

Bangun Kabupaten Kampar Menurut 

Perspektif Fiqh Siyasah  

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program 

Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat 3 

kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data 

terpadu terutama di desa tarai bangun kabupaten kampar, namun pelaksanaan pkh 

terumatama di desa tarai bangun masih banyak penerima pkh yang tidak tepat 

sasaran, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Faktor Pendukung dan Penghambat, dan 

(3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di 

Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, Adapun Tujuan penelitian ini (1) Untuk 

Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan (PKH), (2) Untuk Mengetahui Faktor 

Pendukung dan Penghambat (PKH),(3) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah 

Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field research), 

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi Kemudian 

dianalisis mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 220 orang dan sampel sebanyak 10 orang. yaitu terdiri 

dari 8 orang penerima PKH, 1 orang pendamping PKH, 1 orang perangkat desa 

yaitu Kepala Desa. 

 Hasil penelitian  bahwa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

(PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai 

Bangun Kabupaten Kampar, sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada 

beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala. Tinjauan fiqh siyasah 

terhadap pelaksanaaan pkh ini sudah terlaksana dengan baik hanya saja 

masyarakatnya masih banyak yang  masih saja pro dan kontra terhadap program 

ini. 

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial, Fiqh 

Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masjalah 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat 

konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan 

segenap ban gsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi 

lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi 

kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki 

dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 
1
 

Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat 

pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang 

berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, 

keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok 

lainya. Kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, 

kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang 

                                                           
1
 DEDY GUNAWAN, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 Perspektif Fiqih Siyasah Skripsi” (2022): 2022. 
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tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dirincikan 

oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan 

dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.
2
 

Agama Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidak 

mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, Akan tetapi kemiskinan merupakan 

salah satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena 

perilaku buruknya  seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model 

seperti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga 

masyarakat. Islam pun menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang 

mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah 

SWT. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, Maka akan menjadikan kemiskinan 

yang mampu membuatnya lupa kepada Allah SWT.
3
  

ALyalt yalng menja ldi rujukaln tentang kemiskinan terda lpalt da llalm all-Qur‟aln 

suralt Al baqarah a lyalt 268: 

                          

        

Artinya: “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh 

kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan 

dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.4 

 

                                                           
2
 Utami Auriza, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan Xiii Koto Kampar 

Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” (2021). 
3
 Nurul Fahmi and Khairil Anwar, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat 

Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan,” Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 1, no. 

2 (2020):h. 88–105. 
4
 Alqur‟an Dan Terjemahannya “Edisi Penyempurnaan 2019”, Al-baqarah, ayat 268 , h. 60 
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Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na

’im: 

داَ   ك فْرًا ياك وْناَ أَنَْ اْمفاقْرَ  كَا
Artinya: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.” (HR. Abu Na’im) 

Hadits tersebut setidaknya memiliki 3 makna sebagai berikut: 

Pertama, orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap 

kemiskinannya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat 

menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-

kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, bisa saja terjadi seorang suami yang 

miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.   

Bisa pula terjadi, seorang ibu yang miskin karena tekanan ekonomi 

menjual diri demi menghidupi anak-anaknya. Demikian pula seorang pemuda 

yang miskin, bisa saja nekat melakukan pencurian karena didorong keinginannya 

untuk meniru gaya hidup teman-temannya yang anak orang kaya.  

Ada banyak orang miskin yang karena ketidakberdayaannya secara 

ekonomi tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka tidak pernah pergi ke masjid 

untuk shalat sebagaimana mereka tidak pernah berpuasa. Banyak orang seperti ini 

akhirnya berpindah ke agama lain karena adanya bantuan-bantuan ekonomi yang 

mampu menyejahterakan hidupnya.   

Mengingat beratnya godaan-godaan yang dialami orang-orang miskin, 

maka mereka harus pandai-pandai membentengi keimanannya dengan sabar dan 

syukur. Dengan sikap seperti ini orang-orang miskin akan bisa tangguh 

menghadapi godaan-godaan yang bisa menggoyahkan imannya.  
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Jika untuk mencapai sabar dan syukur mereka tak mampu, maka mereka 

tidak memiliki pilihan lain kecuali harus bekerja keras mengatasi kemiskinannya. 

Mereka harus berjuang keras untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dengan 

kata lain, orang-orang miskin yang tak bisa sabar dan syukur harus berusaha 

menjadi orang yang berkecukupan guna melindungi imannya dari rongrongan-

rongrongan yang bisa membuatnya kufur, dan bahkan bisa memurtadkannya.   

Namun bagi orang-orang miskin yang memang bisa sabar dan syukur, 

mereka boleh memilih hidup miskin atau sederhana dengan tetap melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya, seperti mencukupi kebutuhan dasar keluarga yang 

terdiri dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

Mereka harus tetap bisa hidup mandiri tanpa menggatungkan atau menjadi beban 

bagi orang lain. Mereka tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain 

dengan meminta-minta.   

Kedua, sebagai peringatan kepada orang kaya-kaya bahwa kemiskinan 

yang dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorognya kepada 

kekufuran, baik kufur dalam arti murtad atau ingkar akan adanya Tuhan maupun 

kufur dalam arti ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT.  

Dalam kaitan itulah maka orang-orang kaya diwajibkan mengeluarkan 

zakat dan disunnahkan memberikan sedekah kepada mereka yang miskin yang 

membutuhkan uluran tangan. Zakat dan sedekah ini memiliki fungsi sosial yang 

sangat penting, yakni memeratakan kesejahteraan sosial dan terjalinnya hubungan 

yang baik antara orang kaya dengan orang miskin.  
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Hubungan baik seperti itu tentu saja sangat penting sebab bisa 

dibayangkan betapa mengerikannya jika orang-orang miskin setiap hari 

merencanakan dan melakukan pencurian atau perampokan kepada orang-orang 

kaya karena desakan ekonomi. Hal seperti ini bisa sangat meresahkan mereka 

yang kaya. Mereka akan selalu hidup dalam kecemasan karena tidak hanya harta 

mereka yang terancam tetapi juga jiwa mereka. Bukankah sering kita dengar 

perampokan disertai pembunuhan? 

Dalam kaitan ini ada nasihat bijak yang berbunyi “Pagar mangkuk itu 

lebih baik daripada pagar berduri.”  Maksudnya pendekatan sosial seringkali 

lebih efektif daripada pendekatan yang mengutamakan kekuatan fisik. Sekali lagi 

dalam kaitan inilah, Islam menekankan kepada orang kaya untuk senantiasa 

mengeluarkan zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah, maupun sedekah yang 

diberikan kepada orang-orang miskin, baik mereka meminta maupun menahan 

diri untuk tidak memintanya.  

Ketiga, sebenarnya kemiskinan itu ada dua macam, yakni kemiskinan 

material dan kemiskinan spiritual. Yang dimaksud kemiskinan material adalah 

keadaan kurang atau miskin dari harta benda duniawi. Sedangkan yang dimaksud 

kemiskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan 

kekurangan harta benda duniawi, tetapi terkait dengan kurangnya akan iman atau 

jiwa. 

Muhammad Quraish Shibab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah mengatakan 

bahwa setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal 

shaleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh kalian 
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berbuat kejahatan. Ampunan Allah amatlah luas Dia Mahakuasa untuk membuat 

kalian kaya, Tidak ada satu masalah pun yang tidak diketahui-Nya.
5
 

Menurut ketentuan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program 

Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian 

bantuan sosial bersyarat 3 kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan 

yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh 

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga 

penerima manfaat PKH.
6
 

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial 

sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, melalui program bantuan sosial pengentasan rakyat miskin seperti 

diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial seperti Jamkesmas, 

Raskin, Bsm, Pnpm, hingga Program Keluarga Harapan. Program program 

tersebut berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 

tentang kesejahteraan sosial bahwa: “semua upaya yang diarahkan untuk 

mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial disebut 

sebagai perlindungan sosial”.
7
 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara 

untuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan 

                                                           
5
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an Jilid I, 

(Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h.703 
6
 Dika Prabowo. (2018). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: 

Kencana h. 60 
7

 Heryanti Heryanti, “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone Dalam Menanggulangi 

Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial),” 

Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law 2, no. 2 (2019): h. 46–72. 
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Program masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga 

Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu Program yang 

memberikan bantuan tunai dan non tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika 

mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

social.
8
 

Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) 

adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau 

seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan 

sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan Sosial 

PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, 

kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko 

social
9
 

Program Keluarga Harapan (PKH) ini di lihat dari status kerja hanya 

sebagai Pendamping dalam terlaksanaya Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas 

Sosial Kabupaten Kampar dalam persfektif Perundang-Undangan apakah kerja 

pendamping ini termasuk dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Apakah Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK sebagaimana yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

                                                           
8
 Nely Yana, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah,” SKRIPSI Diajukan Untuk 

Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) (2021). 
9
 Dika Prabowo. (2018). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: 

Kencana : h. 60 
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Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Hal ini harus 

kesesuaian dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan, diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan 

peran serta dalam pembangunan untuk peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 

keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat. Untuk itu sangat diperlukan 

adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahtraan pekerja dan keluarganya 

dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan.
10

 

Bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan yang diberikan berorientasi 

kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan 

kesehatan, Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, 

hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui 

dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen 

pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana 

bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga 

(dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dari 

generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan dari segi kesehatan dan 

pendidikan (sumber daya manusia).
11

 

PKH mempunyai tujuan yaitu : 
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 Dika Prabowo. (2018). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. 
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 Yana, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.”(2021). 
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a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses 

layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial 

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan 

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima 

manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial 

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
12

 

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat Desa 

Tarai Bangun Kabupaten Kampar, bantuan yang diberikan kepada masyarakat 

tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan 

dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal 

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli 

masyarakat yang kurang mampu. 

Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari 

bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna, 

namun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat 

sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi 

agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan 

kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan. 
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Kenyataannya di lapangan, berdasarkan observasi (pengamatan) penulis 

bahwa Program Keluarga Harapan pada masyarakat Desa Tarai Bangun 

Kabupaten Kampar masih memiliki permasalahan yang muncul. Adapun 

gejala-gejala yang penulis temukan adalah sebagai berikut: 

1. Masih ada warga penerima manfaat bantuan PKH berasal dari warga yang 

mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya ia tidak 

menerima bantuan tersebut. 

2. Masih ada warga yang kurang mampu yang mana ia telah memenuhi 

komponen yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai 

penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan 

tersebut baik berupa tunai maupun non tunai. 

3. Masih ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun 

tidak menerima bantuan tersebut, baik berupa tunai maupun non tunai. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian 

ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu 

maka penulis memilih judul: “PElAKSANAAN PROGRAM KELUARGA 

HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL 

NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN 

KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”. 

B. Batasan Masalah  

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang Pelaksanaan 
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Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 

1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh 

Siyasah. 

C. Rumusuan Masalah 

Dari batasan  masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai 

Bangun Kabupaten Kampar? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) 

Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar? 

3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

(PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar 

b. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar 

c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampa 
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2. Manfaat Penelitian 

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan 

akademis sebagai berikut:  

a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini 

bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan 

cakrawala pengetahuan Fakultas Syari‟ah dan Hukum terkhusus jurusan 

Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada 

umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam. 

b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik 

dilingkungan masyarakat. 

c.  Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Jurusan Hukum 

Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku 

panduan penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Penulis membagi 

menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. 
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BAB I :PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II :KAJIAN PUSTAKA  

  Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini 

berkenaan dengan: Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di 

Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar 

BAB III :METODE PENELITIAN 

  Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 BAB IV :HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai Tentang Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar dan 

Tinjauan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.     

 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

  Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat 

sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta 

saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Pelaksanaan 

 Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan 

atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan, pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan ,alat alat yang dibutuhkan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya di mulai  dan bagaimana cara 

yang harus di laksanakan, suatu proses rangkaian dan kegiatan tindak lanjut 

setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan 

keputusan, langkah yang setrategis maupun operasional atau kebijaksanaan 

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
13

 

Pengertia ln pelalksa lnalaln berdalsalrkaln Ka lmus Besa lr Balhalsal Indonesial 

aldallalh proses, ca lral, perbualtaln melalksalnalkaln sualtu ralncalngaln, keputusa ln daln 

sebalgalinya l. Pela lksalna laln aldallalh sualtu tindalkaln altalu pelalksalnalaln dalri sebualh 

renca lnal yalng suda lh di susun secalra l maltalng daln terperinci, implementa lsi bialsalnya l 

dilalkukaln setelalh perenca lnala ln sudalh dialnggalp sialp.
14

 

 

                                                           
13

 Syukur ALbdullalh, Kumpulaln Malkallalh”Study Implementa lsi Laltalr Belalkalng Konsep 

Pendekaltaln Daln Relevalnsinyal Dallalm Pembalngunaln”,Persa ldi Ujung Palndalng,Hall 40” (1985): 

h.11–28. 

 
14

 Http://Id.Shvoong.Com/Sociall-Sciences/Sociology/2205936-"Pengertialn-

Pelalksalnalaln-ALctualting/, 1” (2005): h. 1–10. 



15 

 

 

Pengertialn pela lksalnaln menurut palral alhli: 

a) Menurut Westral pelalksalnalaln a ldallalh sebalgali usalhal-usalhal ya lng 

dilalkukaln untuk melalksalnalkaln semua l rencalnal daln kebijalksalnalaln yalng 

telalh dirumuska ln daln ditetalpkaln dengaln melengkalpi segallal kebutuhaln 

allalt-allalt ya lng diperluka ln, sialpal ya lng alkaln melalksalnalkaln, dimalnal 

tempalt pelalksalnalalnnya l daln kalpa ln walktu dimulalinya l.  

b) Menurut Bintoro Tjokroa ldmudjoyo, pengertia ln pelalksalna laln ialla lh 

sebalgali proses dallalm bentuk ralngkalialn kegialtaln, ya litu bera lwa ll dalri 

kebijalkaln gunal mencalpali sualtu tujualn malkal kebijalkaln itu diturunka ln 

dallalm sua ltu progralm daln proyek. 

c) Sialgialn S.P mengemuka lkaln balhwal pengertialn pelalksalnalaln merupalkaln 

keseluruhaln proses pemberia ln motiva lsi bekerjal kepaldal palral ba lwalhaln 

sedemikia ln rupal, sehingga l paldal alkhirnyal merekal malu bekerja l secalral 

ikhlals algalr tercalpali tujualn orgalnisalsi dengaln efisien daln ekonomis  

d) Lembalgal ALdministralsi Nega lral Republik Indonesia l merumuskaln 

pengertialn pelalksalnala ln aldallalh upalya l algalr tialp pegalwali alta lu tialp 

alnggota l orgalnisa lsi berkeinginaln daln berusa lhal mencalpa li tujualn yalng 

telalh direncalalnalkalaln.
15 

Pela lksalnalaln merupa lkaln alktifitals altalu usalhal-usalhal ya lng 

dilalksalnalka ln untuk melalksalnalkaln semual rencalnal daln kebijalksa lnalaln yalng 

telalh dirumuska ln daln ditetalpkaln denga ln dilengkalpi segallal kebutuhaln, 

allalt-allalt yalng diperlukaln, sialpal ya lng melalksalnalka ln, dimalna l tempalt 
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 Oktalbelal, M. E. Tinjalualn Pelalksalnalaln daln Fungsi Pelalksalnalaln, Universitals ALtmal Jalyal 

Yogyalkalrtal, h. 23. 
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pelalksalnalalnnya l mulali daln balgalimalna l calral ya lng halrus dilalksalnalkaln, sua ltu 

proses ra lngkalialn kegialtaln tindalk lalnjut setelalh progralm a ltalu 

kebijalksalnalaln diteta lpkaln ya lng terdiri a ltals pengalmbilaln keputusa ln, 

lalngkalh ya lng straltegis malupun operalsionall altalu kebijalksalnalaln menjaldi 

kenya ltalaln gunal mencalpali salsalraln dalri progralm ya lng ditetalpkaln semulal. 
16

 

Dalri pengertia ln ya lng dikemukalkaln di altals dalpaltlalh ditalrik sualtu 

kesimpula ln balhwal palda l dalsalrnya l pela lksalnalaln sualtu progralm ya lng telalh 

ditetalpkaln oleh pemerinta lh halrus sejallaln dengaln kondisi yalng aldal, balik itu 

di lalpalngaln malupun di lualr lalpalngaln yalng malnal dallalm kegia ltalnnya l 

melibaltkaln beberalpal unsur disertali dengaln usalhal-usalhal daln didukung oleh 

allalt-allalt penunjalng. 

2. Progralm Kelua lrgal Halralpaln 

a. Pengertia ln Progra lm Kelua lrgal Ha lralpaln 

Progralm Kelualrgal Halralpaln (PKH) a ldallalh sualtu progralm yalng 

memberikaln balntualn tunali kepaldal Rumalh Talnggal Salngalt Miskin 

(RSTM), jika l merekal memenuhi persyalraltaln yalng terka lit dengaln upalya l 

peningkaltaln kua llitals sumber dalya l malnusial (SDM), ya litu pendidika ln daln 

kesehalta ln. Progra lm Kelualrga l Halralpaln (PKH), merupa lkaln sualtu 

progralm penalnggulalngaln kemiskina ln. Kedudukaln PKH merupa lka ln 

balgialn dalri progralm-progralm penalnggulalngaln kemiskina ln lalinnya l. PKH 

beraldal di balwalh koordinalsi Tim Koordinalsi Penalnggula lnggaln 

Kemiskina ln (TKPK), balik dipusalt malupun di daleralh. Oleh seba lb itu 
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alkaln segeral dibentuk Tim Pengendalli PKH dallalm TKPK algalr terjaldi 

koordinalsi daln sinergi ya lng ba lik.
17

 

Progralm Kelualrgal Halralpaln altalu ya lng sering disebut denga ln PKH 

aldallalh progralm alsistensi sosiall kepaldal rumalh talngga l ya lng memenuhi 

kuallifikalsi tertentu dengaln memberlalkukaln persya lraltaln dallalm ra lngkal 

untuk menguba lh perilalku miskin, Progralm sebalgalima lnal dimalksud 

merupalka ln progralm pemberialn ua lng tunali kepaldal Ruma lh Talnggal 

Salngalt Miskin (RTSM) da ln balgi alnggotal kelualrga l RTSM diwa ljibkaln 

melalksalnalkaln persya lraltaln daln ketentualn ya lng telalh ditetalpkaln. Progralm 

semalca lm ini secalral internalsionall dikena ll sebalgali progralm conditiona ll 

calsh tralnsfers (CCT) altalu progralm Balntualn Tunali Bersya lralt. 

Persya lra ltaln tersebut da lpalt berupal kehaldiraln di falsilitals pendidikaln 

(misallnya l balgi alnalk usial sekolalh), altalupun kehaldira ln di falsilitals 

kesehalta ln (misallnyal balgi alnalk ba llital, altalu balgi ibu halmil).
18

 

Dalsalr hukum lalhirnya l PKH mengingalt UU No 40 Ta lhun 2004 

tentalng “Sistem Ja lminaln Sosiall Nalsionall”. UU No 11 Ta lhun 2009 

tentalng “Kesejalhteralaln Sosia ll”. UU No 13 Ta lhun 2011 tenta lng 

“Penalngalnaln Falkir Miskin”. Peralturaln Pemerintalh No 39 Ta lhun 2012 

tentalng “Penyelengga lralaln Kesejalhteralaln Sosiall”. Peraltura ln Pemerinta lh 

No 63 Talhun 2013 Tentalng “Pelalksalnalaln Upalyal Penalngalnaln Falkir 

Miskin melallui Pendekaltaln Wilalya lh”. Peralturaln Presiden No 7 ta lhun 
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2015 tentalng “Orgalnisalsi Kementerialn Negalral”. Peralturaln Presiden No 

46 Talhun 2015 tenta lng “Kementeria ln Sosiall”. Peralturaln Presiden No 63 

talhun 2017 tentalng “Penya lluraln balntualn sosiall Secalral Non Tunali”. 

Peralturaln Menteri Sosia ll No 20 Talhun 2015 tentalng “Orgalnisalsi da ln 

Taltal calra l Kementerialn sosiall”. Peralturaln Menteri Sosiall No 10 Talhun 

2016 tentalng “Mekalnisme pengguna laln daltal Terpaldu Progralm 

Penalngalna ln falkir miskin”. Peralturaln Menteri Keua lngaln 

No254/PMK.05/2015 tentalng “Bela lnjal Balntualn Sosia ll Paldal 

kementerialn Negalra l/lembalgal. Dengaln semual ini malkal diputuskaln daln 

ditetalpkaln Peralturaln Menteri Sosia ll Talhun 2018 No 1 Tentalng PKH.
19

 

Dalsalr hukum penegalsaln tentalng alcualn dalsalr hukum berdirinya l 

Progralm Kelualrga l Ha lralpaln dialtur dallalm Pa lsall 1 ALyalt (1) jo ALyalt (2) 

Undalng-Undalng Nomor 40 ta lhu 2004 tentalng Sistem Jalminaln Sosiall 

Nalsiona ll  berbunyi:
20

 

1. Kesejalhteralaln Sosiall aldallalh kondisi terpenuhinya l kebutuha ln 

malteriall, spirituall, daln sosiall walrga l negalral algalr dalpalt hidup la lyalk 

daln ma lmpu mengembalngka ln diri, sehinggal dalpalt melalksalnalkaln 

fungsi sosia llnyal. 

2. Penyelengga lralaln Keseja lhterala ln Sosiall aldallalh upalyal yalng teralralh, 

terpaldu, da ln berkelalnjutaln ya lng dilalkuka ln pemerintalh, pemerintalh 

daleralh, daln malsyalralkalt dallalm bentuk pelalyalnaln sosiall gunal 

memenuhi  kebutuhaln dalsalr setialp walrgal negalral, yalng meliputi 
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rehalbilitalsi sosiall, jalminaln sosiall, pemberdalya laln sosiall, daln 

perlindungaln sosiall.
21

 

Penya lluraln balntualn sosiall PKH diberika ln kepaldal KPM ya lng 

ditetalpkaln oleh Direktora lt Jalminaln Sosia ll Kelualrgal. Penyalluraln balntualn 

diberikaln empa lt talhalp dallalm saltu talhun, balntua ln PKH diberikaln dengaln 

ketentualn sebalgali berikut: Nila li balntualn merujuk Suralt Keputusaln 

Direktur Jenderall Perlindungaln daln Jalminaln Sosia ll Nomor 

26/LJS/12/2016 ta lnggall 27 Desember 2016 tenta lng Indeks daln Komponen 

Balntua ln Sosia ll Progralm Kelualrgal Halralpaln Talhun 2019. 
22

 

Indeks Ba lntualn sosiall PKH palda l talhun 2019 terbalgi menjaldi dua l 

jenis ya litu balntualn tetalp daln ba lntualn komponen ya lng diberikaln dengaln 

ketentualn Balntualn Tetalp untuk setialp kelua lrga l regula lr sebesa lr: Rp. 

550.000,-/kelualrgal/talhun, PKH ALKSES: Rp. 1.000.000,-/kelualrgal/talhun. 

Balntua ln komponen untuk setia lp jiwa l dallalm kelualrgal PKH, ibu ha lmil: Rp 

2.400.000,-, alnalk usial dini: Rp. 2.400.000,-, SD: Rp. 900.000,-, SMP: Rp. 

1.500.000,-, SMAL: Rp. 2.000.000,-, Disa lbilitals bera lt: Rp. 2.400.000,-, 

La lnjut usia l: Rp. 2.400.000,-. Ba lntualn komponen diberikaln ma lksimall 4 

jiwal dallalm saltu kelualrgal. Progra lm Kelua lrgal Halralpaln (PKH) merupa lkaln 

sallalh saltu dia lntalral progralm-progralm penalnggulalngaln kemiskina ln yalng 

dimulali paldal talhun 2007 ya lng dicaldalngkaln oleh pemerintalh. Sa lsalraln altalu 

penerimal balntualn PKH aldallalh Ruma lh Talngga l Salngalt Miskin (RTSM) 
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ya lng memiliki a lnggotal terdiri dalri alnalk usial 0-15 talhun daln/altalu ibu 

halmil/ nifals daln beraldal palda l lokalsi terpilih. Tujua ln utalmal PKH alda llalh 

untuk menguralngi kemiskina ln daln meningkaltkaln kuallitals sumber da lya l 

malnusial terutalmal paldal kelompok ma lsya lra lkalt miskin. Dallalm jalngkal 

pendek, balntualn ini memba lntu mengura lngi bebaln pengelua lraln RTSM, 

sedalngkaln untuk jalngkal palnjalng ya litu memeriksa lkaln kalndungaln balgi ibu 

halmil daln perbalikaln gizi, dihalralpkaln dalpalt memutus ralntali kemiskina ln 

alntalr generalsi.
23

 

Pesertal Progralm Kelualrgal Halra lpaln (PKH) halrus terdalfta lr daln haldir 

paldal fa lsilitals kesehaltaln daln pendidikaln terdekalt. Kewaljibaln pesertal 

Progralm Kelua lrgal Halralpaln (PKH) dibida lng kesehaltaln meliputi 

pemeriksa la ln kalndungaln balgi ibu  halmil, pemberialn alsupaln gizi daln 

imunisalsi sertal timbalng baldaln a lnalk ba llital. Sedalngka ln kewa ljibaln dibidalng 

pendidikaln aldalla lh mendalftalrkaln daln memalstikaln kehaldiraln alnggota l 

kelualrga l PKH kesaltualn pendidikaln sesuali jenjalng sekolalh dalsalr daln 

menengalh. Khusus a lnggotal kelua lrgal pesertal Progralm Kelualrgal Halralpaln 

(PKH) penyalndalng disalbilitals, kewaljibalnnyal disesualikaln dengaln kondisi 

disalbilitalsnyal. 

b. Tujualn Progra lm Kelua lrgal Halralpa ln 

ALdalpun tujualn dalri PKH aldallalh sebalga limalnal ya lng terca lntum dalla lm 

Peralturaln Menteri Sosia ll Nomor 1 Talhun 2018 aldallalh sebalgali berikut:
24

 

                                                           
 

23
 Novy ALrthalmevial alnd Hendral Sukmalnal, “ALnallysis of the Falmily Hope Progralm,” 

Indonesialn Journall of Public Policy Review 20 (2022): h. 1–10. 
24

 Palsall 2 Peralturaln Menteri Sosiall Nomor 1 Talhun 2018 Tentalng Progralm Kelualrgal 

Halralpaln: h. 60 



21 

 

 

Tujualn umum PKH aldallalh untuk mengura lngi a lngka l daln memutus 

ralntali kemiskina ln, meningkaltka ln kuallitals sumberdalya l malnusial, serta l 

merubalh perila lku Rumalh Talnggal Salngalt Miskin ya lng rela ltif kuralng 

mendukung peningka ltaln kesejalhterala ln. Berdalsalrkaln Permensos Nomor 1 

Talhun 2018 tujualn Progralm Kelualrgal Halralpaln ya litu:  

a. Untuk meningkaltkaln talralf hidup Kelua lrgal Penerimal Malnfalalt melallui 

alkses lalya lnaln pendidikaln, kesehalta ln, daln kesejalhteralaln sosiall; 

b. Menguralngi beba ln pengelualra ln daln meningka ltkaln penda lpaltaln 

kelualrga l miskin daln rentaln; 

c. Menciptalkaln perubalhaln perilalku daln kemalndirialn Kelualrgal Penerimal 

Malnfalalt daln mengalkses lalya lna ln kesehaltaln daln pendidikaln sertal 

Malnfalalt daln mengalkses lalya lna ln kesehaltaln daln pendidikaln sertal 

kesejalhterala ln sosiall; 

d. Menguralngi kemiskinaln daln kesenja lngaln; daln 

e. Mengenallka ln malnfalalt produk daln jalsal keualnga ln forma ll kepalda l 

Kelualrgal Penerima l Malnfalalt. 
25

 

Secalral spesifik tujua ln dalri PKH ini aldallalh: 

a. Meningkaltkaln staltus sosiall ekonomi rumalh talnggal salngalt miskin;  

b. Meningkaltkaln staltus kesehaltaln daln gizi ibu halmil, ibu nifals, alnalk 

ballital daln alnalk usial 5-7 talhun ya lng belum ma lsuk sekolalh dalsa lr dalri 

Ruma lh Talnggal Salngalt Miskin; 

c. Meningkaltkaln alkses daln kuallitals pelalyalna ln pendidikaln daln kesehaltaln, 

khususnyal balgi alnalk-a lnalk Rumalh Talnggal sa lngalt Miskin; 

d. Meningkaltkaln talralf pendidikaln alnalk-alna lk kelualrgal salngalt miskin. 
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Progralm Kelualrgal Halralpaln alkaln memberikaln malnfalalt jalngka l 

palnjalng daln jalngkal pendek kepalda l alnggotal Penerimal Malnfalalt PKH. 

Untuk ja lngkal pendek, PKH memberikaln income effect kepa ldal palral 

alnggotal dengaln balntualn berupal ualng tuna li ya lng alkaln diterima lnyal, hall ini 

tentu salngalt membalntu perekonomia ln kelua lrgal salngalt miskin untuk 

menguralngi bebaln pengelualra ln rumalh talnggal. Untuk jalngkal palnjalng, 

PKH menjaldi allalt pemutus ralntali kemiskina ln alntalr genera lsi melallui 

peningkaltaln kuallitals kesehalta ln/nutrisi, pendidikaln daln kalpalsitals 

pendalpaltaln alnalk di malsal depaln.
26

 

Sebalgali upalya l menalnggulalngi kemiskina ln di Indonesia l Peralturaln 

Menteri Sosia ll Nomor 1 Talhun 2018 memberi ba lntualn sosia ll bersyalralt 

kepaldal kelua lrgal daln/altalu seseoralng miskin da ln rentaln ya lng terda lftalr 

dallalm daltal terpaldu progralm penalngalnaln falkir miskin, diolalh oleh Pusa lt 

Daltal daln Informa lsi Kesejalhteralaln Sosia ll daln ditetalpkaln sebalgali kelualrga l 

penerimal malnfalalt PKH sertal ditetalpkaln oleh Kementeria ln Sosia ll, 

Komponen PKH terdiri dalri
27

 

a. Kriterial komponen kesehaltaln, yalitu: 

1) Ibu halmil altalu menyusui; 

2) ALnalk ber usial 0 (nol) salmpali dengaln 6 (enalm) talhun;  

b. Kriterial komponen pendidikaln, ya litu: 

1) ALnalk sekolalh dalsalr /maldralsalh ibtidaliyalh altalu sederalja lt 
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2) ALnalk sekolalh menengalh pertalmal/maldralsalh tsalnalwiyalh altalu 

sedera ljalt 

3) ALnalk sekolalh menengalh altals/ maldralsalh alliya lh alta lu sedera ljalt 

4) ALnalk usial 6 (enalm) salmpali dengaln 21 (dual puluh saltu) ta lhun ya lng 

belum menyelesalikaln waljib belaljalr 12 (dual belals) talhun. 

c. Kriterial komponen kesejalhtera laln sosiall, ya litu: 

1) La lnjut usial mulali dalri 60 (enalm puluh) talhun 

2) Penya lndalng disalbilitals diutalmalkaln penyalnda lng disalbilitals beralt
28

 

c. Halk daln Kewa ljiba ln Penerima l Progra lm Kelua lrgal Halralpaln 

Dallalm peralturaln menteri sosia ll Nomor 1 Talhun 2018 Pa lsall 6 

disebutkaln balhwal Kelua lrga l Penerimal Malnfa lalt PKH berhalk mendalpaltkaln: 

a. Balntua ln Sosiall PKH; 

b. Pendalmpingaln PKH; 

c. Pelalya lnaln di falsilitals kesehalta ln, pendidikaln, daln/altalu keseja lhteralaln 

sosiall; daln 

d. Progralm Balntualn Komplementer di bida lng kesehaltaln, pendidika ln, 

subsidi energi, ekonomi, peruma lhaln, daln pemenuhaln kebutuha ln dalsa lr 

lalinnya l. 

Di salmping halk ya lng dimiliki oleh Penerima l Progralm Halralpaln tentunyal 

memiliki kewaljibaln sebalga li penerimal ba lntualn. Hall ini dialtur dallalm Palsall 

7 ya litu sebalgalima lnal berikut:
29
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a. Memeriksal kesehaltaln paldal falsilitals pelalyalnaln kesehaltaln sesua li dengaln 

protokol kesehalta ln balgi ibu halmil/menyusui da ln alnalk berusial 0 (nol) 

salmpali 6 (enalm) talhun; 

b. Mengikuti kegia ltaln belaljalr dengaln tingkalt kehaldiraln palling sedikit 

85% (dela lpa ln puluh limal persen) dalri halri belaljalr efektif ba lgi alnalk 

usial sekolalh wa ljib belaljalr 12 (dual belals) talhun; daln 

c. Mengikuti kegia ltaln di bidalng keseja lhteralaln sosiall sesuali kebutuha ln 

balgi kelua lrga l ya lng memiliki komponen la lnjut usial mulali 70 (tujuh 

puluh) talhun daln/ alta lu penya lndalng disalbilitals beralt. 

Dallalm palsa ll 31 Peralturaln Menteri Nomor 1 Talhun 2018 disebutka ln 

balhwal Pela lksalnal PKH daleralh dilalkuka ln oleh dinals sosiall daleralh provinsi 

daln daleralh kalbupalten/kotal ya lng menalngalni Balntualn Sosia ll PKH, 

perlindungaln, daln jalminaln sosiall.
30

 

ALdalpun mekalnisme pelalksalnalaln PKH dilalkukaln sebalgali berikut: 

a. Perenca lnalaln, dilalkukaln untuk menentuka ln lokalsi daln jumla lh callon 

penerimal malnfalalt PKH 

b. Peneta lpaln callon pesertal PKH, daltal tingkalt kemiskinaln daln kesialpaln 

pemerintalh daleralh menjaldi sallalh saltu balhaln pertimbalngaln dallalm 

penetalpa ln wilalyalh kepesertala ln PKH. 

c. Vallidalsi daltal callon penerimal malnfalalt PKH, Penetalpaln Kelualrgal 

Penerinal Malnfala lt PKH berdalsalrkaln halsil vallidalsi daltal ca llon penerima l 
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malnfalalt PKH daln halsil verifika lsi komitmen daln altalu pemutalkhiraln 

daltal. 

d. Penya lluraln Ba lntualn Sosiall PKH, penyalluraln dilalkukaln denga ln non 

tunali. Pelalksalnalaln penya lluraln balntualn sosiall dilalksalnalkaln secalra l 

bertalha lp dalla lm saltu talhun, nilali balntualn sosia ll PKH di teta lpkaln oleh 

direktur yalng menalnga lni pelalksalna laln PKH mengenali indeks da ln 

komponen balntualn sosiall PKH, kementerialn sosiall melallui balnk 

penya llur melalkukaln penya lluraln non tuna li ke rekening a ltals nalmal 

kelualrga l penerimal ma lnfalalt PKH, rekening a ltals nalmal kelualrga l 

penerimal malnfalalt PKH dalpalt dialkses melallui kalrtu kelualrga l sejalhteral. 

e. Pendalmpingaln PKH, bertujualn untuk memalstikaln alnggota l kelualrga l 

penerimal malnfalalt PKH menerima l halk daln memenuhi kewaljiba ln, 

pendalmping PKH dila lkukaln oleh pendalmping sosiall ya lng bertugals 

memalstikaln balntualn sosiall PKH diterima l oleh kelualrgal penerimal 

malnfalalt PKH tepalt jumlalh daln tepalt salsalraln, melalksalnalkaln pertemua ln 

peningkaltaln kemalmpualn kelualrgal bersalmal kelualrga l penerimal malnfalalt 

PKH palling sedikit 1 kalli per bulaln. 

f. Peningkaltaln Kemalmpualn Kelua lrgal, ini dilalksalnalkaln mela llui 

pertemualn peningkaltaln kemalmpualn kelualrgal yalitu proses bela ljalr 

secalral terstruktur untuk mempercepa lt terjaldi perubalhaln perila lku palda l 

kelualrga l penerimal ma lnfalalt PKH dila lksalna lkaln oleh penda lmping sosia ll 

dengaln kelua lrgal penerimal malnfalalt PKH saltu bula ln sekalli. 

g. Verifikalsi komitmen Kelua lrga l Penerimal Malnfalalt pkh, merupalkaln 

kegialtaln untuk memalstikaln alnggotal kelualrgal penerimal ma lnfalalt PKH 
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terdalfta lr daln haldir paldal falsilitals kesehaltaln, pendidikaln, daln 

kesejalhterala ln sosiall. 

h. Pemutalkhiraln Daltal Kelualrgal Penerimal Malnfalalt PKH, dila lkukaln oleh 

pendalmping sosiall daln aldministraltor palngkalla ln daltal, dilalksalna lkaln 

setialp alda l perubalhaln sebalgialn altalu seluruh daltal alnggotal kelua lrga l 

penerimal malnfalalt PKH. 

i. Tralnsformalsi Kepesertala ln PKH, merupalkaln proses pengalkhira ln malsal 

kepesertalaln PKH berdalsalrkaln halsil kegialtaln pemuktalhiraln sosiall 

ekonomi, kegia ltaln tersebut merupa lka ln proses pendaltalaln ula lng daln 

evallualsi untuk meneta lpkaln staltus kepesertalaln daln sosiall KPM PKH. 

Kelualrgal Penerimal Malnfalalt PKH A Lkses memiliki kewaljibaln untuk 

melalksalnalkaln kegialtaln dallalm komponen: 

1) Kesehaltaln; 

2) Pendidikaln; daln 

3) Kesejalhteralaln sosiall. 
31

 

Komponen kesehalta ln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) huruf a l 

dengaln ketentualn halrus: 

a. Memeriksalka ln kesehaltaln paldal falsilitals pelalya lna ln kesehaltaln daln/altalu 

petugals pelalya lnaln kesehaltaln daln/altalu kalder kesehaltaln di desa l balgi ibu 

halmil/nifals; 

b. Memeriksalka ln kesehaltaln paldal falsilitals pelalya lna ln kesehaltaln daln/altalu 

petugals pelalya lnaln kesehaltaln daln/altalu kalder kesehaltaln di desa l balgi ibu 

menyusui denga ln memberikaln alir susu ibu eksklusif; da ln 
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c. Memeriksalka ln kesehaltaln paldal falsilitals pelalya lna ln kesehaltaln daln/altalu 

petugals pelalya lnaln kesehaltaln daln/altalu ka lder kesehaltaln di desa l balgi 

balyi daln ballital. 

Sedalngkaln untuk komponen pendidika ln sebalga limalnal dimalksud 

paldal alya lt (1) huruf b denga ln ketentualn halrus mengikuti kegia ltaln belaljalr 

dengaln falsilitals pendidikaln ya lng aldal balik sekolalh bialsal, sekolalh 

kalmpung, pendidikaln kelualrga l, pesalntren, sekolalh minggu, kursus, 

malupun bela ljalr keteralmpilaln balgi alnalk usial sekolalh waljib bela ljalr 12 (dual 

belals) ta lhun. Untuk komponen keseja lhtera laln sosiall sebalgalimalna l 

dimalksud paldal a lyalt (1) huruf c dengaln ketentualn halrus: 

a. Memberikaln malkalnaln bergizi denga ln mema lnfalaltkaln ba lhaln palngaln 

lokall daln peralwaltaln kesehaltaln palling sedikit 1 (saltu) kalli dallalm 1 

(saltu) ta lhun terhaldalp alnggotal kelualrgal lalnjut usial mulali dalri 60 (enalm 

puluh) talhun; daln 

b. Memintal tenalga l kesehaltaln ya lng aldal untuk memeriksa l kesehaltaln, 

meralwalt kebersihaln, mengupalyalkaln ma lkaln denga ln malkalnaln lokall 

balgi penyalndalng disalbilitals beralt.
32

 

d. Pengertia ln Fiqih Siyalsalh 

Fiqh siyasah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, 

terdiri dari dua kata, yaitu “fiqh” yang berarti pemahaman atau pemikiran. 

Secara terminologi (istilah), menurut para ulama syara‟ (hukum Islam), 

fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Sedangkan 

"siyasah" yang berarti kebijakan politik. Secara harfiah, fiqh siyasah dapat 
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diartikan sebagai pemahaman atau pemikiran tentang kebijakan politik. 

Namun secara lebih spesifik, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai cabang 

ilmu dalam Islam yang mempelajari hubungan antara syariat Islam dan 

kebijakan politik. Fiqh siyasah mencakup berbagai aspek kebijakan politik 

seperti kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, keamanan dan 

pertahanan, dan hukum pidana. Fiqh siyasah adalah sebuah cabang ilmu 

fiqh yang berfokus pada aturan-aturan yang terkait dengan urusan politik 

dan pemerintahan dalam Islam. Ilmu ini membahas mengenai hubungan 

antara pemimpin dan rakyat, tata cara pemilihan pemimpin, tugas dan 

wewenang pemimpin, dan berbagai masalah lain yang terkait dengan 

politik dalam Islam.
33

 

Objek kaljialn fiqh siyalsalh meliputi alspek pengalturaln hubungaln alntalral 

walrga l nega lral dengaln walrga l nega lral, hubungaln alntalr walrgal negalra l dengaln 

lembalgal negalral, daln hubunga ln alntalra l lembalgal negalral dengaln lemba lgal Negalral, 

balik hubungaln yalng bersifalt intern sualtu negalral malupun hubungaln yalng bersifalt 

ekstern alnta lr nega lral, dallalm berbalgali bidalng kehidupaln. Dalri pemalhalmaln seperti 

itu, talmpalk balhwal kaljialn siyalsalh memusaltkaln perhaltialn paldal alspek pengalturaln  

Pembalgialn rualng lingkup fiqih siya lsalh dalpalt dikelompokkaln tigal balgialn 

pokok ya litu:
34

 

a. Siyalsalh Dusturiya lh disebut jugal politik perundalng-undalngaln ba lgialn 

ini meliputi pengkaljia ln tentalng peneta lpaln hukumalm altalu talsri‟ya lh 
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oleh lembalgal legislaltif, peraldilaln alta lu qaldal‟iyalh oleh lembgal 

yudika ltif, daln a ldministralsi pemerintalh altalu idalriya lh oleh birokralsi 

altalu eksekutif. 

b. Siyalsalh daluliya lh/siya lsalh khalrijiyalh, disebut juga l politik lualr negri. 

Balgia ln ini mencalkup hubunga ln keperdaltalaln alntalral walrgal negalral 

dengaln yalng bukaln muslim yalng bukaln walrgal Negalral. Dibalgialn ini 

aldal politik ma lsallalh peperalngaln altalu siya lsalh halrbi‟ya lh, yalng menga ltur 

etikal berperalng, dalsalr dalsalr diizinkaln berperalng, pengumuma ln peralng, 

talwalna ln peralng, daln gencaltaln senjaltal. 

c. Siyalsalh Malliyalh disebut jugal politik keua lnga ln daln moneter. 

Membalhals sumber-sumber keualnga ln negalral, pos-pos pengelua lraln daln 

belalnjal Negalra l, perda lga lngaln interna lsionall, kepentingaln/halk-halk 

publik, paljalk, daln perbalnkaln.
35

 

Dallalm pembalhalsaln skripsi ini lebih menga lralh kepaldal Fiqih siya lsalh 

dusturiyya lh daln fiqih ma lliyalh. Hall ini dika lrenalkaln Fiqih siya lsalh dusturiya lh 

merupalka ln salma l hall nyal dengaln unda lng-undalng dalsalr negalra l yalng dija ldikaln 

rujukaln alturaln perundalng-undalngaln dallalm menega lkkaln hukum. Menurut A Lbdul 

Walhhalb Khalllalf da llalm bukunyal yalng berjudul a ll-siyalsalh allal syalr‟iyya lh, 

prinsipprinsip yalng diletalkkaln Isla lm dallalm perumusa ln undalng-unda lng da lsalr ini 

aldallalh jalminaln halk alsalsi malnusial setialp alnggotal malsya lralkalt daln persa lmalaln 

kedudukalnsemua l oralng dimaltal hukum, talnpal membedal-bedalkaln straltifikalsi sosiall 

kekalyalaln, pendidika ln, daln algalmal. Pemba lhalsaln tentalng konsitusi ini juga l 
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berkalitaln denga ln sumber-sumber daln kaleda lh perundalng-undalngaln di sualtu 

negalral untuk diteralpkaln, balik sumber ma lteril, sumber seja lra lh, sumber perunda lng-

undalngaln malupun sumber pena lfsiralnnya l.
36

 

Dallalm fiqh siya lsalh, konstitusi disebut juga l denga ln “dusturi”. Kaltal ini 

beralsall dalri balha lsal Persial. Semulal alrtinya l alda llalh “seseoralng yalng memiliki 

otoritals, balik dallalm bidalng politik ma lupun alga lmal.” Dallalm perkemba lngaln 

selalnjutnya l, kaltal ini digunalkaln untuk menunjukkaln alnggota l kependeta laln  pemukal 

algalmal) Zoroalster (Maljusi). Setelalh mengallalmi penyeralpaln ke da llalm balhalsa l 

ALralb, kaltal dustur berkemba lng pengertia lnnyal menjaldi alsa ls, dalsalr, altalu 

pembinalaln. Menurut istila lh, dustur beralrti kumpulaln kalidalh yalng menga ltur dalsalr 

daln hubungaln kerja l sa lmal alntalral sesalmal a lnggotal malsyalralkalt dallalm sebualh 

negalral, balik ya lng tida lk tertulis (konvensi) ma lupun tertulis (konstitusi). Ka ltal 

dustur jugal sudalh diseralp ke dallalm balhalsal Indonesial ya lng sallalh saltu alrtinyal 

aldallalh undalng-undalng dalsalr sualtu negalral.
37

 

Di dallalm pemba lhalsaln syalrialh digunalkaln dengaln istilalh fikih dusturi, yalng 

alrtinya l aldallalh prinsip-prinsip pokok balgi pemerintalhaln negalra l malnalpun, seperti 

terbukti di dallalm perundalng-undalngaln, peralturaln-pera lturalnnya l daln istialdaltnya l. 

Fiqh siya lsalh dusturiyya lh terdiri dalri bidalng kehidupa ln yalng salngalt luals daln 

kompleks. 
38

 

Semual persoallaln tersebut daln persoallaln fiqh siya lsalh dusturiyya lh umumnyal 

tidalk lepals dalri dual hall pokok yalitu; Pertalmal, ALl-Quraln daln haldis ya lng dija ldikaln 
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lalndalsaln dalla lm sega llal bidalng hall mengaltur ta ltalnaln kehidupaln uma lt termalsuk 

dallalm hall berbalngsa l da ln bernega lral, balik dalla lm melalkukaln alturaln hukum ma lupun 

dallalm mengaltur alkhla lk malnusial. Kedual, kebijalkaln ulil almri iallalh altals dalsalr 

pertimbalngaln ula lmal dallalm menentukaln sualtu hukum yalng berdalsalrkaln situalsi 

daln kondisi perkemba lngaln zalmaln untuk menga ltur taltalna ln kehidupaln bernega lral 

daln berma lsya lralkalt algalr dalpalt tercalpali kemalslalhaltaln bersalmal.
39

 

Fiqh siyalsa lh dusturiyalh mencalkup bida lng kehidupaln ya lng salngalt lua ls daln 

kompleks, Keseluruhaln persoallaln tersebut, daln persoallaln fiqh sialyalsa lh dusturiya lh 

umumnyal tidalk lepals da lri dual hall pokok: pertalmal, dallil dallil kulliy, ba lik alyalt-alya lt 

ALl-Quraln malupun haldis, malqosidu sya lrialh, daln semalngalt a ljalraln Isla lm di dallalm 

mengaltur malsya lra lkalt, yalng alkaln tidalk alkaln berubalh ba lgalimalnalpun perubalhaln 

malsya lra lkalt. Kalrenal dallil-dallil kulliy tersebut menja ldi unsur dinalmisaltor di dallalm 

mengubalh malsyalralkalt.40 

Jikal Dilihalt dallalm sejalralh Islalm tentalng balgalimalnal pemerintalh Islalm 

meningka ltkaln Kema lkmuraln dalri malsal ke ma lsal terhitung dalri ma lsal Nalbi daln 

Salhalbaltnya l salmpali kemalsal Umalyya lh daln ALbbalsiyalh dallalm menja llalnkaln 

perekonomialn Umalt Isla lm paldal walktu itu. Umalt Islalm paldal malsal nalbi salngalt 

Berjalyal kalrnal na lbi mengguna lkaln prisip kesejalhtera laln daln kemalkmuraln altals 

ralkyalt begitu juga l dila lnjutkaln dengal ALbu Balka lr all-Shidiq.
41

 

Paldal malsal Kha llifalh kedual setelalh ALbu balkalr, Umalr berusalhal 

memalnfalaltkaln keualngaln Negalra l tersebut untuk menseja lhteralkaln ralkyaltnya l untuk 
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itu Umalr memberi tunja lngaln kepaldal ka lum muslimin pemberia ln ini dia ltur 

berdalsalrkaln nalsalb kepaldal Nalbi senioritals dalla lm malsuk Islalm serta l jalsal daln 

perjualnga ln merekal dallalm menegalkkaln Isla lm. Selalin dalri itu Umalr jugal 

menyedialkaln dalnal kesejalhteralaln kepaldal setialp falkir miskin daln alnalk-alnalk 

terlalntalr sebesalr 100 dirha lm ya lng dialmbil dalri Balit all-Mall daln disimpa lnkaln oleh 

wallinya l malkin besalr a lnalk itu, pemberialn untuknyal pun semalkin besalr pulal.
42

 

Umalr memberi tunja lngaln sosiall kepalda l setialp jiwal yalng berha lk untuk itu 

pertalmal kalli dalla lm sejalralh Islalm Umalr mengaldalkaln “sensus penduduk” untuk 

mengetalhui calcalh. Jiwal ya lng berhalk menerimal balntualn untuk daleralh Maldinalh 

Umalr sendiri ya lng menyera lhkaln pemberia ln tersebut kepaldal ralkyaltnya l demikialn 

jugal dengaln kalbilalh-kalbilalh yalng tidalk ja luh dalri Maldinalh aldalpun untuk 

pemberialn di daleralh dilalkukaln oleh kepallal-kepallal daleralh setempalt dengaln dalsalr 

sistem yalng tela lh digalriskaln Umalr.
43

 

Dallalm konteks fiqih siya lsalh segallal kebijalkaln halrus bertujua ln untuk 

mewujudkaln kema lslalhaltaln umalt, daln segallal ya lng berpotensi menimbulka ln 

mudalralt halrus dijaluhi daln dihindalri. Ketikal sebualh peralturaln ya lng memberika ln 

Pemerintalh berteta lngaln dengaln melalnggalr ha lk-halk sebualh konstitusiona ll alta lu 

dalpalt dikaltalka ln hall ini tidalk sejaljalr denga ln kemalslalhalta ln, dalpalt pula l dikaltalkaln 

hall ini mengalndung kemuda lraltaln balgi ralkya lt sertal tidalk menciptalkaln kealdilaln 

sosiall.
44
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Siyâsalh Mâliyalh (politik ekonomi isla lm) merupalkaln sualtu kebijalkaln hukum 

ya lng dibualt oleh pemerinta lh menya lngkut pemba lnguna ln ekonomi untuk menja lmin 

terpenuhinyal kebutuhaln malsya lra lkalt dengaln menjaldikaln nilali-nilali sya lrialt Islalm 

sebalgali ukuralnnyal. Kebijalkaln tersebut merupalkaln hukum yalng menga ltur 

hubunga ln negalral dengaln malsya lra lkalt, individu dengaln malsya lralkalt, daln individu 

dengaln individu. Siyâsa lh Mâliya lh membalhals tentalng sumber-sumber keua lngaln 

negalral, pos-pos pengelua lraln daln bela lnjal negalral, perdalga lngaln interna lsionall, 

kepentingaln altalu halk-halk publik, paljalk, daln perbalnkaln.45 

Fiqih Siyalsalh Malliyalh iallalh siyalsalh ya lng menga ltur tentalng pema lsukaln, 

pengelolalaln, daln pengelua lraln ualng alta lu halrtal milik Negalral,. Pengalturaln dallalm 

siyalsalh malliyalh diorienta lsikaln untuk menga ltur kemalslalhaltaln ma lsyalralkalt, di 

dallalm siya lsalh ma lliyalh di alntalralnya l mengaltur hubunga ln dengaln malsya lralkalt ya lng 

menya lngkut halrtal.
46

 

Dallalm fiqh siya lsalh malliyalh daln siyalsalh dusturiya lh pun penga lturalnnyal 

diorientalsikaln untuk kema lslalhaltaln ralkya lt, Pemerinta lh halrus bersikalp aldil dallalm 

mensejalhteralkaln ma lsya lralkaltnyal algalr tercipta lnyal kemalslalhaltaln. Sebalgali wujud 

dalri kebija lkaln dialtur di dallalm bentuk za lkalt melallui balitul mall, infalk yalng 

hukumnyal waljib altalu juga l dallalm bentuk-bentuk lalin seperti walkalf, sedekalh 

merupalka ln sallalh saltu untuk mensejalhteralkaln malsyalkaltnyal yalng mengaltur 
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jallalnnyal keualngaln sualtu negalral, yalng mengaltur segallal alspek pemalsukaln daln 

pengelualraln keualngaln ya lng sesuali dengaln kemalslalhaltaln umum. 

Menurut ALI-Talftalzalni ya lng telalh dikutip oleh Dhia luddin Ralis, dallalm 

bukunya l yalng berjudul " Teori Politik Isla lm ",keima lmalhaln didefenisika ln sebalgali 

kepemimpinaln umum da llalm urusaln dunial daln algalmal. Sebalgali khallifalh altalu walkil 

dalri Nalbi sa lw.
47

 

Sedalngkaln dallalm istilalh Islalm pemimpin dikonota lsikaln dengaln kaltal 

khallifalh, almir altalu imalmalh.  

a. Khallifalh aldallalh penggalnti yalitu seseoralng yalng mengga lntikaln tempalt 

oralng la lin ya lng lalin da llalm bebera lpal persoalla ln. Dengaln demikia ln dalpalt 

dikaltalkaln ba lhwal kaltal khallifalh yalng beralrti penggalnti telalh berkembalng 

menjaldi "title a ltalu gelalraln balgi pemimpin tertinggi ma lsya lralkalt Muslim 

sebalgali gelalr ya lng berlalbel algalma l".  

b. Ima lmalh beralrti ya lng menjaldi pemimpin, ya lng menjaldi suri telaldaln altalu 

contoh ya lng halrus diikuti altalu yalng mendalhului.   

c. ALmir mempunya li alrti pemimpin (Qa lid Zalim) daln dallalm kalmus Inggris 

dialrtikaln dengaln oralng yalng memerintalh, koma lndaln, kepallal daln raljal.
48

  

Siyalsalh Dusturiya lh merupalkaln salla lh saltu balgialn dallalm Fiqh Siya lsalh ya lng 

membalhals tentalng malsallalh Perundalng-Undalngaln didallalm sualtu kenega lralaln. 

Konten dalri Fiqh Siya lsalh Dustriya lh ya litu konsep-konsep konstitusi 

(UndalngUndalng da lsalr negalral daln sejalra lh lalinnyal Perundalng- Undalngaln dallalm 
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sualtu negalral), legisla lsi (balgalimalnal ca lral merumuskaln Undalng-Undalng), Lemba lga l 

demokralsi daln syural ya lng merupalka ln pilalr penting da llalm Perundalng-Unda lnga ln.49 

ALl-Qur‟aln mengguna lkaln beberalpal istilalh ya lng beralrti keseja lhtera laln 

malsya lra lkalt, Di alnta lral istilalh-istilalh itu aldal ya lng calkupaln ma lknalnya l sudalh jelals 

daln lugals daln aldal ya lng malsih membutuhkaln interpretalsi. Secalral kaltegoris istila lh 

talfsir dalpalt dibedalkaln menjaldi dual yalitu: Perta lmal, talfsir sebalgali produk, ial 

merupalka ln halsil dia llektikal seoralng mufalssir denga ln teks daln konteks balik secalral 

lengkalp 30 juz, ma lupun ya lng halnya l sebalgialn alyalt allQur‟a ln. Kedual, ta lfsir sebalgali 

proses, ial merupalka ln alktifitals berpikir untuk mena lfsirkaln objek (da llalm hall ini 

teks all-Qur‟aln da ln reallitals) Sebalgali proses. 50
 

Malkal ial bersifalt dinalmis untuk sela llu „menghidupkaln‟ teks seca lral terus 

menerus daln tidalk pernalh mengenall titik henti. Ha ll ini sesungguhnya l merupalkaln 

konsekuwensi logis da lri keinginaln seoralng mufalssir untuk mendiallogkaln teks all-

Qur‟aln ya lng sta ltis, denga ln konteks yalng sela llu dinalmis. Talfsir sesungguhnya l 

bersifalt dina lmis daln merupalkaln proses yalng talk pernalh mengenall titik henti, 

terbukti seca lral historis ka lum muslimin tela lh melalkukaln kaljialn ta lfsir, seja lk Nalbi 

Muhalmmald SALW, palral salhalba lt, talbi‟in daln ba lhkaln hinggal sekalralng ini.
51

 

Tujualn ekonomi Isla lm tidalk bisal dilepalskaln dalri tujualn penciptalaln malnusial 

di mukal bumi. Ini ka lrenal, kegialta ln berekonomi tidalk bisal dipisalhkaln dalri 
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alktivitals malnusial di mukal bumi. Inilalh mengalpal Islalm juga l mengaltur sega lla l 

sesualtu yalng berkalita ln dengaln a lktivitals malnusial dallalm berekonomi. Ma lnusial 

diciptalkaln bukaln sema ltal untuk menjaldi seoralng pertalpal ya lng tidalk ikut da llalm 

alktivitals kedunia laln, bukaln pulal seba lgali malnusial bumi yalng tidalk memedulika ln 

alturaln ALllalh SWT dallalm setialp tindalk talnduknya l. Nalmun ALllalh SWT 

menciptalkaln ma lnusial alga lr malnusial menjaldi khallifalh (walkil ALllalh SWT) ya lng 

mempunya li tugals memalkmurkaln bumi, yalitu menciptalkaln kemalkmuraln denga ln 

segallal krealsi menuju kebalikaln.
52

 

Untuk kepentingaln inilalh ALllalh SWT tela lh memberikaln (menyedia lkaln) 

segallal sesualtunyal yalng alkaln malnusial butuhkaln di mukal bumi ini. Oleh 

kalrenalnyal, “kebaljika ln” tidalk bisal dialrtikaln sebalga li seberalpal ba lnyalk seseoralng 

mempunya li daln bisa l menikmalti kekalya laln altalupun kekualsalaln. Bukaln pula l 

kebaljikaln itu berupa l penghindalraln diri dalri hiruk pikuk dunial daln menyendiri 

halnyal kepaldal Tuhalnnyal. Nalmun keba ljikaln itu aldallalh sebera lpal balnya lk kital 

membualt kemalsla lhaltaln untuk sesalmal.
53

 

Salsalraln keseja lhteralaln sosiall dallalm all-Qur‟aln aldallalh sesua li dengaln sistem 

kemalnusialaln yalitu kehidupa ln rohalni daln ja lsmalni. Keseja lhtera laln socia ll da llalm all-

Qur‟aln tida lk saljal tercermin dallalm keseja lhteralaln lalhirialh, melalinkaln juga l 

tercermin dallalm kehidupa ln rohalnialh. Sebalb persoallaln keterballalkalngaln, 

kebodohaln da ln kemiskina ln bukaln halnyal dikalrenalkaln aldal falktor-falktor rohalni 
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seperti mentall, motiva lsi daln pema lhalmaln terhaldalp sualtu sistem nila li ya lng 

dialnut.
54

 

ALyalt yalng menjaldi rujukaln balgi kesejalhteralaln terdalpa lt dallalm all-Qur‟aln 

suralt ALn-Nisalal‟ alya lt 9 : 

                           

           

ALrtinyal: “Daln henda lklalh ta lkut kepaldal ALllalh ora lng-oralng yalng sea lndalinyal 

meningga llkaln dibelalkalng mereka l alna lk-alna lk yalng lemalh, ya lng merek 

khalwaltir terha ldalp (keseja lhteralaln) mereka l. Oleh seba lb itu henda lkla lh 

merekal berta lkwal kepa ldal ALllalh da ln hendalkla lh mereka l menguca lpkaln 

perkaltala ln yalng benalr.” (Q.S. ALn-Nisalal‟: 9)
55

 
 

 

Talfsir alyalt dialtals aldallalh balhwal ALllalh memperingaltkaln kepaldal oralngoralng 

ya lng telalh mendekalti alkhir halya ltnyal supalyal merekal memikirkaln, ja lnga lnlalh 

meningga llkaln alnalk-a lnalk altalu kelualrgal yalng lemalh terutalmal tentalng 

kesejalhterala ln hidup mereka l dikemudialn halri. Untuk itu sela llu berta lkwal daln 

mendekaltkaln diri kepa ldal ALllalh. Selallulalh berkaltal lemalh lembut terutalmal kepalda l 

alnalk ya ltim yalng menjaldi talnggung jalwalb merekal. Perla lkukalnlalh mereka l seperti 

memperlalkuka ln alna lk kalndung sendiri.
56

 

Islam juga mengajarkan etos kerja yang tinggi dengan mengerahkan segala 

kemampuan yang ada pada diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam 
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kehidupan ini guna demi kesejahteraan, yang disebut dengan itqan atau ihsan. 

Sebagaimana sabdanya: 

 َن
ِ
بَ  اللاَ ا ِ ا يُ  ذا

ِ
ِلاَ ا ك  َ عَا دا لاَ أَحا ما  أَنَْ امعْا

Rasulullah Saw bersabda, Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai 

suatu perbuatan yang dikerjakan secara itqan (profesional)”. (HR. Ad-Dailamiy). 

Negalral tidalk halnya l waljib memberikaln jalminaln sosiall dallalm baltals-ba ltals 

kebutuhaln pokok, teta lpi negalral waljib untuk menja lmin kehidupaln individu a lgalr 

sesuali dengaln sta lndalr hidup lalyalk malsyalralka lt secalral umum. Dallalm hall ini, 

jalminaln ya lng diberika ln aldallalh jalmina ln pemelihalralaln, yalitu pemberia ln balntualn 

daln salralnal kehidupaln algalr dirinya l dalpalt hidup sesua li dengaln sta lnda lr lalyalk 

kehidupaln malsya lralkalt. Negalral waljib memenuhi kebutuha ln pokok individu, 

seperti malkaln, tempa lt tingga ll, daln palkalialn, yalng pemenuha lnnyal balik kuallitals 

malupun kualntitalsnyal halrus disesualikaln dengaln stalndalr malsyalralkalt.
57 

B. Penelitialn Terda lhulu 

Tinjalualn penelitialn terdalhulu merupalkaln sallalh saltu alcua ln dallalm 

melalkukaln penelitia ln sehingga l penulis bisa l memperbalnya lk konsep ya lng 

digunalkaln dallalm mengka lji penelitialn yalng dilalkukaln. Dida llalm tinjalua ln penelitialn 

terdalhulu tidalk alda l ditemukaln penelitialn ya lng salmal denga ln penelitia ln penulis. 

Nalmun penulis menja ldikaln beberalpal penelitialn sebalgali referensi da llalm 

memperbalnya lk balha ln kaljialn penulis. Daln berikut ini a ldallalh penelitia ln terdalhulu 

berupal beberalpal jurnall terkalit dallalm penelitialn ya lng dilalkukaln oleh penulis. 

ALdalpun penelitialn terda lhulu yalng menjaldi alcualn: 
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Perta lmal, skripsi milik Haljalr Ha lri ALntoro paldal talhun 2015 yalng berjudul 

“Efektivitals Pela lksalnalaln Progra lm Kelualrgal Halralpaln di Bidalng Pendidika ln di 

Desal Sungali Kalka lp Kalbupalten Kubu Ralya l”. Halsil penelitialn menunjukkaln balhwa l 

berdalsalrkaln 2 pengukura ln efektivitals dallalm pelalksalnalaln PKH di bida lng 

Pendidikaln di desa l Sunga li Kalkalp ya litu produktivitals daln keseluruhaln prestalsi, 

pelalksalnalaln Progra lm Kelualrga l Ha lralpaln di bidalng Pendidikaln di desa l Sungali 

Kalkalp Kalbupalten Kubu Ra lyal malsih kuralng efektif, hall tersebut diketa lhui 

berdalsalrkaln alspek produktivita ls balhwal pelalksa lnalaln PKH di bida lng pendidika ln di 

desal Sungali Kalkalp tidalk produktif, kalrenal belum malmpu meningkaltkaln talralf 

pendidikaln balgi penerima l balntualn PKH sertal belum bisal meningkaltka ln alkses daln 

kuallitals pelalyalnaln pendidikaln daln dalri alspek keseluruhaln prestalsi menunjukka ln 

balhwal pela lksalnalaln PKH di Bida lng Pendidikaln di desal Sungali Kalkalp tidalk 

berpresta lsi, kalrenal malsih belum sepenuhnya l 12 tepalt salsalraln sesua li dengaln 

kriterial PKH daln belum ma lmpu mencalpali tujualn PKH bidalng pendidikaln. 

Kedual, aldallalh penelitialn ya lng dilalkukaln oleh Yohalnal Floridinal Purbal 

paldal talhun 2014 ya lng berjudul “Efektivita ls Pelalksalnalaln Progralm Kelua lrgal 

Halra lpaln di Kelura lhaln Titi Kuning Keca lmaltaln Medaln Johor”. Berdalsalrkaln daltal-

daltal ya lng telalh dikumpulka ln daln telalh dialnallisis dalpalt disimpulkaln Efektivita ls 

Pelalksalnalaln Progralm Kelualrga l Halralpaln di Keluralhaln Titi Kuning Keca lmaltaln 

Medaln Johor aldallalh efektif. Hall ini dalpalt dilihalt dalri jalwa lbaln halmpir seluruh 

responden terhaldalp allalt ukur penelitialn yalitu ketepa ltaln salsalraln progralm, 

kepualsaln terhalda lp progralm, keberhalsilaln pelalksalnalaln progralm, tujualn daln 

malnfalalt, menghalsilkaln jalwalbaln efektif . 

Daln yalng ketiga l, ialla lh skripsi milik Shellal Yulial Rosallinal paldal talhun 

2018 ya lng berjudul “Pela lksalnalaln Progralm Kelualrgal Halralpaln (PKH) Dallalm 
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Upalyal Pengenta lsaln Kemiskina ln Di Kecalmaltaln Ngalliyaln Di Kota l Semalra lng 

(ALnallisis Bimbinga ln Penyuluha ln Isla lm) . Halsil penelitialn menunjukkaln, proses 

pelalksalnalaln Progra lm Kelualrgal Halralpa ln da llalm upalyal pengenta lsaln kemiskina ln di 

Keca lmaltaln Ngalliya ln Kotal Semalralng ya lkni sebalgali berikut: 1). Talrget peneta lpaln 

salsalraln callon penerima l PKH. 2). Peneta lpaln lokalsi penerimal Progra lm Kelua lrga l 

Halra lpaln 3). Proses persia lpaln pertemua ln alwall daln vallidalsi 4). Penyalluraln balntualn 

5). Pembentukaln kelompok pesertal Progralm Kelualrga l Halralpaln 6). Verifika lsi 

komitmen 7). Pena lngguhaln daln pembaltalla ln 8). Pemuta lkhiraln daltal 9). Penga ldualn 

pesertal PKH. 

 Dalri ketiga l penelitialn tersebut, peneliti da lpalt mempelaljalri daln mema lhalmi 

lebih jelals mengena li Progralm Kelualrga l Ha lralpaln (PKH) yalng beraldal di wilalya lh 

berbeda l. Sehingga l dalpa lt diketalhui perbedalaln alpal salja l yalng muncul di setia lp 

wilalya lh. Persalmala ln ketigal penelitialn dialtals dengaln penelitialn yalng alkaln 

dilalkukaln oleh peneliti ya litu membalhals mengenali efektivitals progra lm. 

Perbedalalnnyal terleta lk paldal fokus, jikal ketigal peneliti tersebut menga lmbil fokus 

malsallalh ke bida lng pendidikaln daln jugal pelalksalnalaln progralm PKH seca lra l 

keseluruhaln. Ma lkal, peneliti sendiri a lkaln memfokuskaln penelitia ln ini paldal 

efektivitals E-Walrong dallalm Progralm Kelualrga l Halralpaln (PKH). 
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BALB III 

METODE PENELITIALN 

A. Jenis Penelitia ln 

Dallalm  melalkukaln  penelitialn  untuk  menjalwalb  permalsallalha ln  dallalm 

penelitialn ini, ma lkal penulis menyusun metode penelitia ln, Penelitialn ini terma lsuk  

dallalm penelitialn kuallitaltif dengaln jenis penelitia ln lalpalngaln (Field resea lrch) ya litu  

penelitialn  ya lng  menga ldalka ln  pengalmaltaln  tenta lng  sualtu  fenomenal  yalng  

terjaldi.  

Dimalnal penelitia ln ini menguralikaln tentalng “Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif 

Fiqh Siyasah” 

Untuk  itu  pendeka ltaln  deskriptif  kua llitaltif  aldallalh  prosedur  penelitia ln  

ya lng  menghalsilkaln  daltal-daltal  yalng  bersifa lt  deskriptif  dallalm  bentuk ka ltal-kaltal 

tertulis altalu lisaln dalri oralng-oralng daln perilalku ya lng dialma lti. 

 

B. Lokalsi Penelitia ln 

Loka lsi penelitia ln ini aldallalh tempa lt dimalnal peneliti melalkukaln penelitia ln 

daln mengumpulka ln daltal daln informalsi altalupun objek penelitialn yalng diteliti, 

Paldal penelitialn ini penulis memilih lokalsi Di Desal Talrali Balngun Kalbupalten 

Kalmpalr daln itu juga l merupalka ln tempalt yalng mudalh dijalngkalu oleh penulis 

tujualnnya l algalr mempermudalh jallalnnya l penelitialn. 
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C. Subjek daln Objek Penelitia ln 

1. Subjek dalri penelitia ln ini aldallalh Walrga l, Kepallal Desal Talrali Balngun, daln 

Pedalmping PKH Desa l Talrali Balngun Kalbupalten Kalmpalr.  

2. Objek dalri penelitia ln ini aldallalh Pela lksalnalaln Progralm Kelualrgal Halralpaln 

(PKH) Berdalsa lrkaln Peralturaln Menteri Sosia ll Nomor 1 talhun 2018 di Desal 

Talrali Balngun Kalbupalten Kalmpalr. 

 

D. Sumber Daltal 

ALdalpun sumber da ltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini diba lgi menjaldi 

dual yalitu sumber da ltal primer daln sumber daltal sekunder. 

1. Sumber daltal primer  

Sumber  da ltal  primer  aldallalh  aldallalh  da ltal-daltal  ya lng  diperoleh  seca lra l 

lalngsung dalri nalralsumber alta lu responden ya lng bersalngkutaln, aldalpun sumber 

daltal  primer  da lla lm  penelitialn  ini  aldallalh  da ltal  ya lng  diperoleh  la lngsung  

dalri lalpalngaln. 

2. Sumber daltal Sekunder 

Sumber daltal sekunder pa ldal penelitialn ini digunalkaln untuk memperjela ls 

daln  mendukung  seca lral  tidalk  lalngsung  ya lng  berkalitaln  denga ln  malsallalh  

ya lng  diteliti.  Sumber da ltal sekunder ini ya lng berhubungaln dengaln penelitialn 

ya lng dimalksud berupal balhaln-balhaln pustalkal.  

E. Popula lsi daln Salmpel 

Populalsi aldallalh objek malupun subjek penelitia ln ya lng bera ldal paldal sualtu 

topik penelitialn daln memenuhi syalralt-sya lralt tertentu berkalitaln dengaln malsallalh 
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penelitialn. Salmpel aldallalh balgialn kecil da lri populalsi yalng dialmbil menurut 

prosedur tertentu sehinggal dalpa lt mewalikili popula lsinyal secalral reperesentaltif. 

Populalsi dallalm penelitialn ini sebalnyalk 220 oralng ya lng menerima l balntualn 

Progralm Kelua lrgal Halralpaln (PKH). ALdalpun jumla lh salmpel dallalm penelitia ln ini 

berjumlalh 10 ora lng ya litu terdiri dalri 8 oralng penerima l PKH, 1 oralng penda lmping 

PKH, 1 oralng peralngkalt desal yalitu Kepallal Desal. Dallalm penelitialn ini peneliti 

menggunalkaln teknik purposive sa lmpling. Teknik purposive sa lmpling merupa lkaln 

teknik untuk mengalmbil sumber daltal penlitialn dengaln berbalgali pertimbalngaln. 

Pertimbalngaln tersebut misa llnyal oralng tersebut dia lnggalp pa lling mengeta lhui 

tentalng alpal ya lng kita l halralpkaln, altalu mungkin dia l sebalgali oralng ya lng palling 

mengualsali sehinggal alkaln memudalhkaln peneliti menjela ljalhi objek altalu situalsi 

sosiall yalng diteliti, da lmpalknyal a ldallalh daltal ya lng dihalsilkaln salngalt berkuallitals.
58

 

F. Teknik Penga lmbila ln Sa lmpel 

Teknik altalu pengalmbilaln yalng diguna lkaln dallalm penelitialn ini a ldallalh 

Purposive Salmpling, yalitu merupalkaln teknik untuk mengalmbil sumber da ltal 

penelitialn dengaln berbalga li pertimbalngaln. Pertimba lngaln tersebut misa llnya l oralng 

tersebut dialnggalp palling mengeta lhui tenta lng alpal ya lng kital halralpkaln, altalu 

mungkin dial seba lgali oralng ya lng palling mengua lsali sehinggal alkaln memudalhkaln 

peneliti menjelaljalhi objek altalu situalsi sosiall yalng diteliti, dalmpalknyal aldallalh daltal 

ya lng dihalsilkaln salngalt berkuallitals. 

 

 

 

                                                           
58

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitialn Kualntitaltif, Kuallitaltif, daln R&B,(Balndung: 

ALlfalbetal,2019), h. 289 
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G. Teknik Pengumpula ln Daltal 

1. Observalsi 

Metode observalsi merupalkaln metode pengumpula ln daltal yalng dilalkukaln 

dengaln  calral  menga lmalti  daln  mencaltalt  secalral  sistemaltik  geja llal-gejallal  

ya lng diselidiki. 

2. Walwalnca lral 

Penelitia ln  ini  merupalkaln  penelitia ln  lalpalnga ln  dimalnal  peneliti 

mengaldalkaln  penga lmaltaln  secalral  lalngsung  pa ldal  salsalraln  ya lng  diteliti  da ln 

melalkukaln penca ltaltaln secalral sistemaltik. Walwalncalral dalpa lt dipalndalng sebalga li 

metode  pengumpula ln  daltal  dengaln  calral  melalkukaln  talnya l  jalwalb  secalral 

sistemaltis daln berdalsalrka ln paldal tujualn penelitialn. 

3. Dokumentalsi 

Dokumentalsi aldallalh mencalri daltal daln informalsi dalri bendal-bendal 

tertulis, seperti buku, ma ljallalh, dokumen peralturaln-peralturaln daln caltaltaln 

halrialn lalinnya l 

H. Metode ALnallisis Da ltal 

ALnallisis daltal aldalla lh calral untuk menga lnallisis daltal  penelitialn, dallalm hall ini 

alnallisis daltal kuallitaltif yalitu ketikal semua l daltal sudalh terkumpul ma lkal penulis 

alkaln menjelalskaln  secalral  rinci  daln  sistemaltis  sehinggal  dalpa lt  terga lmbalr  

secalral  utuh daln jugal bisal  dipalhalmi secalral jelals kesimpulalnnya l. 
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BALB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpula ln  

Berdalsalrkaln halsil penelitialn yalng penulis kumpulka ln dalri berbalgali malcalm 

pengumpula ln daltal. Malkal, penulis d alpalt menalrik kesimpulaln sebalga li berikut: 

1. Pelalksalnalaln Progra lm Kelualrgal Ha lralpaln Berdalsalrkaln Peralturaln Menteri 

Sosiall Nomor 1 Talhun 2018 Di Desal Talrali Balngun Kalbupalten Kalmpalr sudalh 

terlalksalnal dengaln balik, penetalpa ln salsalraln Progralm Kelualrgal Halralpaln (PKH) 

pun sudalh tepa lt salsalraln sesuali prosedur yalng aldal, nalmun saljal aldal bebalralpal 

malsya lra lkalt yalng malsih saljal pro daln kontral terhaldalp progralm ini. 

2. ALdalpun falktor pendukung da ln penghalmbalt Pelalksalnalaln Progralm Kelualrgal 

Halra lpaln Berdalsalrkaln Peralturaln Menteri Sosia ll Nomor 1 Talhun 2018 Di Desal 

Talrali Balngun Kalbupalten Kalmpalr ya lkitu falktor penghalmbaltnya l dalri 

pelalksalaln ini kura lngnyal sosiallisalsi dalri dinals sosiall, altalu pendalmping desa l, 

jugal kuralng palrtisipalsi dalri kelualrgal penerimal malnfalalt PKH untuk 

berkumpul ketikal alda l sosiallisalsi juga l kuralngnyal dimalnfalaltkaln denga ln balik 

daln falktor pendukungnya l balgialn koordinalsi setialp pihalk-pihalk ya lng terkalit 

oleh Pelalksalnalaln Progralm Kelualrgal Halralpaln Berdalsalrkaln Peraltura ln Menteri 

Sosiall Nomor 1 Talhun 2018 Di Desal Talrali Balngun Kalbupalten Kalmpalr sudalh 

balik, daln balnya lk jugal malsya lra lkalt yalng alntusials dallalm progralm ini yalng 

lebih mempermudalhkaln peralngkalt desal daln pendalmping desa l untuk 

mengumpulkaln ma lsyalralkalt daln melalkukaln sosiallisalsi. 
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3. Menurut tinja lualn Fiqh Siyalsalh balhwa l seora lng pemimpin memiliki pera ln 

ya lng salngalt penting da llalm kehidupaln berbalngsal daln bernega lral, salla lh saltu 

upalyal da llalm penegalka ln hukum iallalh pemerintalh membualt daln menetalpkaln 

sebualh peralturaln progralm kelualrgal halralpaln PKH guna l juntuk 

mensejalhteralkaln malsyalralkalt kuralng ma lmpu ya lng malnal dallalm Fiqh Siya lsalh 

nya l terma lsuk keda llalm Siyalsalh Dusturiyalh. Hall tersebut sesuali dengaln sallalh 

saltu kalidalh Fiqh Siya lsalh yalng alrtinya l kebijalkaln seoralng pemimpin terha ldalp 

ralkyaltnya l bergalntung kepaldal kema lslalhalta ln. Ini merupalkaln bentuk da llalm 

melalksalnalkaln sebualh almalnalh daln menta lalti perinta lh dalri seoralng pemimpin, 

algalr tercipta lnyal sualtu kemalslalhaltaln bersalma l daln tidalk terlepals dalri peraln 

pemerintalhaln dalla lm membualt sualtu kebijalkaln daln peralturaln ma lkal diperlukaln 

seoralng pemimpin ya lng ulil almri. 

 

B. Salraln 

Setelalh mengeta lhui permalsallalhaln dalri penelitialn ini. Malkal, penulis 

memberikaln salraln ya litu: 

 1.  Kepaldal Pemerintalh Kalbupalten Kalmpalr khususnya l Desa l Talrali Balngun a lga lr 

segera l mencegalh falktor ya lng jaldi penghalmbalt balgi semual malsya lra lkalt, a lga lr 

pelalksalnalaln progralm kelualrgal halralpaln (PKH) ini berjallaln dengaln balik daln 

Balgi lembalgal altalu instalnsi terkalit balhwa lsalnya l perlu aldalnya l penalmba lhaln 

kuotal Progralm Kelualrgal Halralpaln (PKH) untuk seluruh Indonesia l khususnyal 

Desal Talra li Ba lngun daln aldalnya l penda ltalaln kemballi walrgal yalng berhalk 

mendalpaltka ln Progra lm Kelualrgal Halralpa ln (PKH). Kalrenal belum mera ltalnya l 
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Progralm Kelua lrgal Halralpaln (PKH) untuk wa lrgal miskin yalng bera ldal di Desal 

Talrali Balngun. 

2.  Kepaldal malsya lralkalt penerimal malnfalalt Progralm Kelualrgal Ha lralpaln untuk 

dalpalt menggunalkaln Progralm Pemerintalh ini denga ln Sebalik-ba liknya l algalr 

tujualn dalri progralm PKH dalpalt berjalla ln sesua li ya lng dihalralbkaln daln dalpalt 

membalntu keseja ltralaln malsyalralkalt Indonesial algalr kelualr dalri zonal 

kemiskinaln. 

3.  Kepaldal ALpalra lt pemerintalh Kalbupalten Kalmpalr daln seluruh malsyalralka lt sertal 

instalnsi-isntalnsi algalr dalpalt berkerjalsalmal supalya l keiinginaln untuk 

menciptalkaln ma lsya lralkalt ya lng sejalhteral terwujud.
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara Kepala Desa, Desa Tarai Bangun 

1. Apakah ada kendala selama Program Keluarga Harapan ini berlangsung? 

2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa 

Tarai Bangun?  

3. Apa yang menjadi Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan PKH di Desa 

Tarai Bangun? 

 

Wawancara Pedamping PKH 

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Subtansinya dari Peraturan 

tersebut? 

2. Apa saja Prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam 

menentukan Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Tarai Bangun apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku? 

3. Apa yang dilakukan Pedamping PKH dalam menetapkan Calon KPM 

PKH? 

4. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa 

Tarai Bangun?  

5. Siapa saja yang menjadi Sasaran PKH? 

6. Berapa Jumlah KPM di Desa Tarai Bangun? 

 

Wawancara KPM PKH 

1. Apakah Bapak/Ibu sebagai KPM PKH? 

2. Apakah dengan adanya PKH di Desa Tarai Bangun sudah meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial Bapak/Ibu? 

3. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa 

Tarai Bangun?  

4. Bagaimana Peranan dari Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH)? 
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